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TENTANG
PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TNIUN 2OI2
TENTANG PETUNJuK TEKITIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN

ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA

Menimbang : a.

BUPATT MOJOKERTO,

bahwa untuk tertib adminisrasi pelaksanaan
kegiatan dan keuangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 7O Tahun 2012 perlu merubah Peraturan
Bupati Nomor 71 Tahun 2Ol2 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran
2013
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor a4OO);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8441;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1"26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOs
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46lal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7371;

12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2OO4;

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 7O Tahun 2Ol2;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
20rt;
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2OO7 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2
Tahun 2Ol2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2Ol2 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2O12 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAIIAI{ ATAS
PERATURAIV BUPATI NOMOR 7I TAIIUN 2OT3
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAI(SANAAN
KEIGIATAI{ TAIIUil ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun
2OI3 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2Ol2 Nomor 71l. pada ketentuan
setelah Lampiran Format XI d ditambahkan 3 (tiga)
Format yakni Format XI e, Format XI f dan Format XI
g sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tan
BUPATI

\ tw,epor5

Diundangkan
pada tanggal
SEKRETARIS

di Mojokerto
L rnaTrh Ao\>
EAERAIi nfichtoi<E;RTc,

BERITA DAERAI{ KABUPA MOJOKERTO TAHUN 2OI3 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
r{oMoRtg tnnuN 2013
TANGGAL \ ffi/l{af 2-ol'?2

Format XI e : BENTUK PENANDATANGAN SURAT PER.TANJIAN
PENGADAAN/ SURAS PER"TAT{JTAII PEMBORONGAN/
SURAT PERINTAII KERJA/ SPMK

Penyedla Barang/Jasa, PeJabat Pembuat Komitmen,

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

NAIUA
Pangkat

NIP.

Format XI f : BENTUK PENANDATANGAN SURAT PER.IANJIAN
PENGADAAN/ SURAT PEzuAI{JIAN PEMBOROilGAN/
SURAT PERINTAH KERJA/ SPMK

Penyedia Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran /
Pejabat Pembuat Komitmen,

NAMA
Direktur

NAIUA
Direktur

ITTAMA
Direktur

ITAMA
Pangkat

NIP.

NAMA
Pangkat

NIP.

NAMA
Pangkat

NIP.

FoTmat XI g : BENTUK PENANDATANGAN SURAT PER.TANJIAN
PENGADAAN/ SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN/
SURAT PERINTATI KEzuA/ SPMK

Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen,

BUPATI

MUSTOF


